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Penelitian ini berjudul “Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Siyasah” (Studi di 
Inspektorat Provinsi Lampung).Untuk terciptanya good government, maka 
penting adanya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk 
itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga 
pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi 
pemerintah.  
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) dimana 
Peneliti melakukan penelitian di Inspektorat lampung, dengan menggunakan 
penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran umum tentang latar penelitian 
dan sebagai bahan pembahasaan hasil penelitian, bertujuan sebagai landasan teori 
untuk pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan. Metode yang 
digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif yang dimana 
peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 
Sebagaimana adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Dalam pentas sejarah 
dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya negara tergantung dengan sistem 
pemerintahan. Al-qur’an secara tegas telah menetapkan keharusan adanya 
pemerintahan. Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw untuk membiasakan dan 
melatih diri dalam urusan kepemerintahan. Melalui suatu kebijakan pembinaan 
dan pengawasan yang komprehensif, maka diharapkan kemampuan administrasi 
publik yang saat ini dianggap lemah, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam 
rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Dalam Al- 
Qur’an menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam siyasah dusturiyah dapat 
disesuaikan dengan setiap zaman.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan pelaksanaan pembentukan 
kualitas aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan 
pengasawan internal pemerintah kabupaten/kota untuk mengawasi kinerja 
pemerintah, pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan 
pada masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana 
inspektorat provinsi lampung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
instansi pemerintah provinsi lampung 2) apa saja kendala yang dihadapi 
inspektorat provinsi lampung dalam pembinaan dan pengawsaan terhadap instansi 
pemerintahan berdasarkan perda Nomor 7 Tahun 2013 3) bagaimana pembinaan 
dan pengawasan inspektorat provinisi lampung terhadapp perda Nomor 7 Tahun 











َ قَْد بََعَث لَُكْم طَالُىَت َملًِكا ۚ قَالُٓى۟ا أَوَّٰى يَُكىُن لًَُ  َوقَاَل لَهُْم وَبِيُّهُْم إِنَّ ٱَّللَّ
َه ٱْلَماِل ۚ قَاَل  ٱْلُمْلُك َعلَْيىَا َووَْحُه أََحقُّ بِٲْلُمْلِك ِمْىًُ َولَْم يُْؤَت َسَعةً مِّ
َ ٱْصطَفَٰىًُ َعلَْيُكْم َوَزاَديُ  ُ يُْؤتِى إِنَّ ٱَّللَّ ۥ بَْسَطةً فِى ٱْلِعلِْم َوٱْلِجْسِم ۖ َوٱَّللَّ  
ِسٌع َعلِيمٌ  ُ َوٰ  ُمْلَكًُۥ َمه يََشآُء ۚ َوٱَّللَّ
 
“Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” mereka 
menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak 
mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan 
yang cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih 
rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa.” Allah 
memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah 
Mahasa Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.” 
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A. Penegasan Judul 
 
Judul merupakan daya tarik pertama proposal. Karena judul yang menarik, 
unik, dan mutakhir lebih mengundang untuk dibaca. Judul mendeskripsikan isi 
proposal, seperti variabel yang diteliti, lokasi, waktu dan responden penelitian. 
1
Judul karya ilmiah ini adalah “Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi 
dan Tatakerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung Dalam Perspektif Siyasah (Studi 
di Inspektorat Provinsi Lampung)”. 
Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam memahami judul ini maka 
penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu 
sebagai berikut: 
Pembinaan dan Pengawasan, Pembinaan adalah usaha atau tindakan 
untuk menugaskan unit kerja dilingkungan sesuai dengan fungsi dan kewenangan 
yang dilaksanakan secara efisiensi dan efektif serta koordinatif sebagai sebuah 
perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Dan untuk Pengawasan 
adalah proses dalam menetapkan ukuran teknis masing-masing sesuai dengan 
fungsi dan kewenangannya untuk dapat mendukung pencapaian hasil yang 
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. 
                                                 
1
 Wijayanti, Sri Hapsari, dkk, Bahasa Indonesia: Penulisan dan Pengujian Karya Ilmiah,  





Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan daerah otonom.
2
 
 Perda adalah Peraturan Perundangan-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah 
(gubernur atau bupati/wali kota). 
Perda Lampung Nomor 7 Tahun 2013 adalah peraturan daerah lampung 
yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi lampung guna penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan peleyanan kepada masyarakat berjalan dengan 
baik, optimal, dan efektif. 
Organisasi dan Tatakerja, Organisasi adalah lembaga yang anggotanya 
terdiri atas peraturan pemerintahan resmi dan lembaga-lembaga bangsa. Tatakerja 
adalah cara-cara melaksankan kerja yang seefisien mungkin mengenai sesuatu 
pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan, fasilitas, tenaga kerja, waktu dan 
lain-lain yang tersedia. 
3
 
Inspektorat adalah (itjen) unsur pengawas pada kementrian yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal dilingkungan 
kementrian. Inspektorat juga ialah jabatan tertinggi di kota madya. 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga teknis 
daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin 
                                                 
2
 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 383. 
3






oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
gubernur. 
Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintahan daerah 
yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada gubernur melalui sekretaris daerah. 
Perspektif adalah sudut pandang yang mempengaruhi persepsi seseorang 
sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi 
tertentu. 
Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk 
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
4
 
 Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dapat 
disimpulkan sebagai upaya mengkaji bagaimana pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintah daerah menurut perda nomor 7 tahun 2013 tentang 
organisasi dan tatakerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan 
lembaga teknis daerah provinsi lampung dalam perspektif siyasah. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapaun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan 
judul tersebut adalah: 
1. Alasan Objektif, alasan objektfinya adalah dengan melihat adanya 
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap 
instansi/satuan kerja dilingkungan pemerintah provinsi menurut perda 
nomor 7 tahun 2013 tentang organisasi dan tatakerja inspektorat, badan 
                                                 
4
 Dr.Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana,  




perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah provinsi 
lampung. Inspektorat menjalankan pengawasan intern melalui pimpinan 
dan unit organisasi yang berkewajiban membantu pucuk pimpinan 
mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing. Setelah itu inspektorat bertanggung jawab langsung 
kepada gubernur. Proposal ini akan menjelaskan bagaimanakah dalam 
perspektif siyasah pembangunan dan pengawasan tersebut dijalankan. 
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul ini sesuai dengan 
disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Siyasah Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung serta didukung oleh 
tersedianya data-data literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi 
kali ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah 
perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-
konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya 
perundang-undangan dalam suatu negara), legilasi (bagaimana cara perumusan 
Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting 
dalam perundang-undangan tersebut.
5
 Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut 
juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari  Bahasa Persia. Semula artinyaadalah 
“seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”.
6
 
                                                 
5
 Ibid, h. 177. 
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,  




Siyasah dusturiyah mempunyai permasalahan di dalamnya yaitu 
permasalahan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak 
lain serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya.
7
 Fiqh Siyasah 
Dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari 2 hal pokok: pertama, dalil-
dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun Hadis, maqoridu syariah, dan 
semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan 
mengubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Dilihat dari sisi lain fiqh 
siyasah termasuk ke dalam bidang siyasah tasri‟iyah  di dalamnya terdapat 
persoalan ahlu hali  wal aqdi , perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim 
dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-
undang, peraturan pelaksanaan peraturan daerah. 
8
 
 Fiqh Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas 
dan kompleks. Keseluruhan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak 
lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran 
maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam 
mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 
masyarakat. Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu 
ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, 
dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-
hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.
9
 Ketiga, adalah 
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kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan 
pemerintahan. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama. Dan sumber kelima, 
adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip Al-Quran dan hadis. 
 Didalam ajaran Islam juga menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam 
siyasah dusturiyah dapat disesuaikan dengan setiap zaman. Dalam kamus A-
Mu‟jam Al-Wasith disebutkan: 
                            
    :          …                     
                                                                   
“Memegang kepemimpinan dan kepengurusan mereka. Mengatur 
perkara-perkara dan mengelolanya hingga menjadi baik”.
10
 
 Dengan pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, 
maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah 
kota untuk mengawasi kinerja pemerintah, pada kegiatan pembangunan, 
kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. 
Berpijak dari uraian tersebut, untuk menjawab persoalan pembinaan 
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang jelas dalam upaya 
mencari landasan teori bagi hukum Islam masa kini. Penyusun merasa bahwa 
persoalan ini menjadi perlu di kaji secara mendalam, agar dalam realitanya 
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dapat dipraktikan dengan berpegang pada aturan-aturan hukum Islam, sehingga 
tidak ada keraguan bagi umat Islam. Khusunya terhadap ketertiban dan 
kemaslahatan peraturan perundang-undangan. 
Untuk terciptanya good government, maka penting adanya efektivitas 
dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Pada era otonomi daerah 
pemerintah daerah memiliki fungsi yang luas dalam upaya membentuk 
pemerintahan Indonesia atas dasar penerapan good governance. Artinya, baik 
buruknya bergantung pula pada bagaimana pelaksanaan Administrasi 
Pemerintah tersebut.
11
 Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota 
masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasaan 
dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur 
penting dalam proses manajemen pemerintahan. Berperan sangat strategis 
untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. 
Otonomi daerah merupakan perwujudan strategi pembangunan partisipatif 
guna memberikan kesempatan masyarakat di suatu daerah untuk berpartisipasi 
dan bertanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan. Pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-
daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri atau daerah-daerah 
otonom. Inspektorat dianggap sebagai tangan kanan kepala daerah yang lebih 
dulu melakukan fungsi pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan. 
Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang 
dalam penyelenngaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah 
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dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus 
melaksanakan fungsi pengawas. Lembaga pengawasan internal pemerintah 
adalah lembaga yang dibentuk dan secara interen merupakan bagian dari sistem 
pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. 
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan inspektorat. 
Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap 
pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup 
tertentu dan ia miliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila 
tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata 
ulang pola kehidupannya. Secara konseptual, pembinaan atau perkuasaan 
(empowerment), berasal dari kata „power‟ (kekuasaan atau kebudayaan). 
Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah 
proses,pembuatan,cara pembinaan,pembaharuan,usaha dan tindakan atau 
kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. 
Dalam  pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat 
efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang 
dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-
fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat 
diterapkan dalam praktek. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan 
ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian 
hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Konsep 
pengawasan menunjukan fungsi dari bagian manajemen, pengawasan dianggap 
sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas 
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kepada pihak dibawahnya. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 7 Tahun 2013 Pembinaan dan Pengawasaan adalah tugas yang 
diberikan kepada instansi-intansi yang berada di lingkungan  kerja pemerintah 
provinsi sesuai mandat dan pengembanannya masing-masing. 
Berdasarkan pertimbangan pemerintah agar penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan 
dengan baik, optimal dan efektif,  perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 7 Tahun 2013  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Lampung. 
Di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Lampung pasal 5 ayat ke 3 yang berbunyi “Inspektur 
Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf 
e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang 
membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasaan pada instansi/satuan 
kerja dilingkungan pemerintah provinsi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Inspektur”. Hal ini perlu digaris bawahi bagaimana 
tatanan cara inspektur dalam pembinaan dan pengawasaan kepada 
instansi/satuan kerjanya. Dengan pembagian peraturan seperti ini terlihat 
berjalan optimal, dengan adanya susunan-susunan organisasi inspektorat.
12
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 Di  Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Lampung terdiri dari Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Badan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Ketahanan Pangan Daerah, 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, Badan 
Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah, Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Kepegawain 
Daerah, Badan Pendidikan dan Latihan Daerah, Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan anak Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek, Rumah Sakit Jiwa Daerah 
dan Kantor Sandi Daerah. 
Sebagaimana Bab IV Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Bagian pertama mengatur mengenai pemyelenggaraan 
pemerintahan. Pasal 19 menerangkan, (1) Penyelenggaraan pemerintahan 
adalah presiden dibantu oleh (satu) orang wakil presiden, dan oleh menteri 




Penjelasan pasal 19 ayat (2) yang dimaksud dengan “ Penyelenggaran 
pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD” dalam kebijakan 
ini DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung mempunyai wewenang 
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dalam pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui Inspektur 
Provinsi, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuann Dan Perlindungan Anak 
Provinsi Lampung, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 
Hal ini menjadikan efektifitas pemerintahan dari pemerintah untuk seluruh 
anggota masyarakat. 
D. Fokus Penelitian 
 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar 
belakang masalah diatas, maka fokus penelitian penulis adalah Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 
Tahun 2013  tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dalam 
Perpektif Siyasah. 
E. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 
muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun Rumusan 
masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
instansi pemerintahan provinsi lampung? 
2. Bagaimana pembinaan dan pengawasan Inspektorat terhadap Perda 






F. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian dan penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan melalui prosedur ilmiah. Penelitian ini akan 
dikembangkan agar dapat meningkatkan kemungkinan bahwa informasi yang 
dikumpulkan akan mudah diingat dan dapat diandalkan serta tidak berat 
sebelah.
14
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan 
yang telah dirumuskan di atas yakni: 
a. Untuk mengetahui bagaimana inspektorat melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap instansi pemerintahan provinsi lampung. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan inspektorat 
terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2013 ditinjau dari Perspektif  Siyasah 
G. Signifikansi Penelitian 
 
a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 
pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam pembinaan dan 
pengawasan inspektorat terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2013 ditinjau 
dari Perspektif  Siyasah 
b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran 
terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan dibidang 
siyasah dan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna 
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memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan 
Lampung. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 
Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau 
pada reponden.
15
 Dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari 
lokasi atau lapangan penelitian. Data yang diteliti adalah data proses 
Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Lampung. Hal tersebut dilakukan sebagai 
pemenuhan data primer, jadi untuk mendapatkan informasi tentang 
penerapan Perda di Inspektorat Provinsi Lampung penulis melakukan 
Wawancara dengan pihak-pihak yang merasakan dampak dari adanya 
Perda tersebut secara bebas dan terpimpin. Bebas dan terpimpin yaitu 
wawancara yang dilakukan secara bebas namun dipimpin oleh kerangka 
pertanyaan. Sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari 
buku-buku fiqh dan buku- buku lainnya yang secara langsung maupun 
tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan. 
b.Sifat Penelitian  
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Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, Deskriptif 
yaitu metode mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang 
melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah atau 
memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, yang disajikan 
dalam bentuk kata dan gambar, berdasarkan pernyataan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah Deskriptif  Kualitatif. 
2. Sumber Data 
 
Data adalah bahan informasi untuk berfikir gamblang (eksplisit), 
kemungkinan pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan 
sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data 
yang relevan atau ada kaitannya. 
a.  Data Primer 
Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
asli. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Empirik yaitu 
berdasarkan fakta dilapangan melalui wawancara mendalam dengan 
memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang mewakili. 
b. Data Sekunder 
Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka 
yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data- data sekunder yang 
diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan 
menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, 
15 
 
catatan kuliah, uu otonomi daerah dan dari beberapa jurnal yang 
mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.
16
 
3. Populasi dan Sample 
 
Populasi dan Sample memberikan peran penting dalam 
penelitian, agar memudahkan penulis dalam menentukan metode 
penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan 
yang sama dalam lingkungan luas, dan memakan banyak waktu apabila 
dikerjakan satu persatu. 
a. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai 
yang akan di teliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, 
lembaga, media dan sebagainya.
17
 Adapun Populasi dalam penelitian 
ini adalah Organisasi-organisasi yang ada di Inspektorat Provinsi 
Lampung yang dimana Inspektur membawahi kerja pembinaan dan 




Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-
cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 
lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Tujuan peneliti 
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mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai 
objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi 
yang sangat besar jumlahnya. 
Tekhnik sampling (pengambilan sampel) yang dipakai adalah 
Porposive Sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri 
atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat 
dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah 
diketahui sebelumnya. Jadi ciri- ciri atau sifat yang spesifik yang ada 
atau dilihat dalam populasi di jadikan kunci untuk pengambilan 
sampel. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa- peristiwa atau 
keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau 




a. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 
responden, dan jawaban- jawaban dicatat atau direkam. Tanpa 
adanya wawancara peneliti akan kekurangan bahkan kehilangan 
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informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan 
bertanya langsung kepada responden. 
Adapun responden yang akan diwawancarai atau diminta 
informasi dan data adalah birokrasi-birokrasi yang mewakili 
populasi yang terdiri dari Struktur-struktur Organisasi Inspektorat 
Provinsi, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 
Provinsi Lampung, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 
Lampung, agar peneliti mendapatkan data atau informasi terkait 
proses penerapan dan pandangan masyarakat terhadap Perda No 7 
Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah 
Provinsi Lampung. 
b. Observasi 
Observasi adalah pemilihan, pengubahan dan pencatatan 
serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan 
observasi, sesuai dengan tujuan- tujuan empiris. Dengan ciri-ciri dari 
proses pengamatan atau observasi adalah menangkap gejala atau 
peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara 
orang- orang diamati perilakunya, dengan tujuan mendapatkan data 
yang menyeluruh, dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, 
sebagaimana yang terjadi dalam kenyataanya. Hal ini 




Metode observasi atau pengamatan langsung untuk 
membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan 
menetapkan metode observasi partisipan, di mana peneliti ikut serta 
dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti atau yang 
diamati, seolah- olah merupakan bagian dari mereka. 
Dengan ini penulis melakukan observasi ke lapangan untuk 
menggali informasi dan data dari Birokrasi-birokrasi melalui 
pengamatan langsung dilapangan agar mendapatkan data atau 
informasi terkait proses penerapan dan pandangan masyarakat 
terhadap Perda No 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tatakerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. 
c. Dokumentasi 
 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. 
Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, 
laporan notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.
19
 
5. Pengelola Data 
 
Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 
Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut: 
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a. Editing adalah pengecekan data yang telah dikumpulkan, 
karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu 
tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan 
kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan 
bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau 
diperbaiki.  
b. Koding, apabila tahap editing telah selesai, catatan jawaban 
dipandang sudah cukup rapi dan menghasilkan data yang baik dan 
cermat, maka kegiatan Koding dapat segera dilakukan. Koding adalah 
usaha mengklasifikasi jawaban- jawaban dari para responden ke dalam 
kategori-kategori. Klasifikasikan itu dilakukan dengan cara menandai 




c. Tabulasi atau sering diartikan sebagai proses penyusunan data ke 
dalam bentuk tabel. Pada tahap ini data dianggap telah selesai diproses, 
dan oleh karenanya, harus segera disusun ke dalam suatu pola formal 
yang telah terancang. Lewat tabulasi data lapangan akan tampak 
ringkasan dan terangkum. Tabulasi adalah pekerjaan  membuat tabel. 
Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian 
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6. Analisa Data 
  
 Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis 
data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang 
dikumpulkan adalah berupa kata- kata, gambaran dan bukan angka- 
angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. 
Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk 
memberi gambaran penyajian tersebut. Data mungkin berasal dari 
naskah wawancara, catatan lapangan, video, dokumen pribadi dan 
dokumen resmi. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara 
menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik 
kesimpulan yang jelas. 
Analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang 
bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 
lengkap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa 
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya 
adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti atas 
suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam 
memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis data digunakan kerangka 
berfikir secara deduktif. 
 Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang terangkat dari 
pengetahuan umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum itu, lalu 
kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus dari suatu hal atas kasus. 
Penulis maksud di sini yaitu mula- mula penulis menggambarkan 
21 
 
kejadian pelaksanaan atau penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. 
Keadaan yang nyata dalam penelitian di lapangan secara global lalu 
dibandingkan dengan hukum yang telah ada kemudian ditarik 





































A. Konsep Siyasah Dusturiyah 
 
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 
 
Fikih Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan 
peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, 
cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi 
pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi 
individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. 
Fikih siyasah dusturiyah mencangkup siyasah tasyri‟iyah syar‟iyah 
(siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat). Politik 
perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi pengkajian tentang 
penetapan hukum (tasyri‟iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan 
(qadha‟iyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
22
 
Siyasah dusturiyah ialah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah 
perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyah dalam hal ini juga 
membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan 
sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara), legislasi (bagaimana 
cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian 
siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah 
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dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta 
hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
23
 
Fiqh siyasah dusturiyah mempunyai permasalahan hubungan antara 
pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Di dalam fiqh siyasah 
dusturiyah hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang 
dituntut oleh hal ilwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-




2. Lingkup Kajian Siyasah Dusturiyah 
Kajian Siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum 
dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga 
negara serta hak-hak warga negaran yang wajib dilindungi. Konsep 
negara hukum dalam Siyasah dusturiyah ialah: 
1. Konsep Konstitusi 
 
Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini 
berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang 
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2. Konsep Legislasi 
 
Dalam kajian fiqh siyasah,  legislasi atau kekuasaan legislatif 
disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri‟iyah, yaitu kekuasaan 
pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut 
Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan 
diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah 
dalam surah al-An‟am, 6:57 (in al-hukm illa lillah). Dalam konteks ini, 
kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri‟iyah berarti kekuasaan atau 
kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan 
diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan 
ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.
26
 
3. Konsep Ummah 
 
Kata “ummah”  (diindonesiakan menjadi umat).  Dalam 
Ensiklopedi Indonesia, istilah “umat” mengandung macam pengertian, 
yaitu : (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar 
iman/sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut Nabi, (3) 
khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, umat manusia. Dalam 
terminologi Islam, istilah “ummah” adalah sebuah konsep yang unik 
dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa Barat.  
Dari gambaran Al-Qur‟an kata ummah berasal dari kata amma-
yaummu yang berarti menuju, memumpu dan meneladani. 
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4. Konsep Syura dan Demokrasi 
 
Kata “syura” (syura) berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologis 
berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan 
pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi 
“musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau 
dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh 
kebaikan. 
Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak 
bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam. Demokrasi juga 
menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Prinsip 
dasar demokrasi menurut Sadek J. Sulaiman, adalah adanya kesamaan 
antara seluruh manusia. Apa pun bentuk diskriminasi manusia, baik 
yang berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial, adalah 
bertentangan dengan demokrasi. 
Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang 
pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh: 
 
1. Perbedaan antara negara dan pemerintahan, hanya mempunyai arti 
yang teortitis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap 
perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan 
pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi 
tugas untuk menjalankan pemerintah.
27
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2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintahan dan negara, 
negara tidak dapat berpisah dari pemerintahan, demikian pula 
pemerintahan hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun 
dan digunakan sebagai alat negara. 
3. Kalau Fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara 
(imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang 




4. Fakta sejarah Islam menunjukan bahwa masalah yang pertama 
yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah 
masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para 
fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala 
negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya. 
5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih 
banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada 
unsur-unsur negara yang lainnya.
29
 
Walaupun demikan, ada juga di antara para fuqaha dan ulama 
Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, 
seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, 
dan Ibnu Khaldun. 
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Apabila dipahami pengguna kata dasar sama dengan constitution 
dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa 
Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah 
mustahil berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh 
dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-
masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah 
tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam 
pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah 
tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih 
rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.  
Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 
luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan 
fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: 
pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, 
maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 
masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 
masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur 
dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan 
yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 
dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.  
Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:
30
 
                                                 





1. Bidang siyasah tasri‟iyah, termasuk dalam persoalan ahlul hali wal 
aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non 
muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, 
Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan 
sebagainya. 
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan 
imamah, persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. 
3. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
peradilan. 
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
administatif  dan kepegawaian. 
Salah satu objek pembahasan dalam bagian dari fikih siyasah ialah 
siyasah dusturiyah. Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam al-
Sulthaniyat, Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Siyasat al-Syar‟iyat fi 
Ishlah al-Ra‟i wa al-Ra‟iyat, Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya 
Al-Siyasat al-Syari‟iyat dan Prof.Dr.T.M.Hasbi Ash Shiddieqy 
membahas bidang siyasat dusturiyat (siyasah perundang-undangan).  
Dalam buku Syllabus Fakultas Syari‟ah salah satu bidang Fikih 
Siyasah yang harus dipelajari ialah Fikih Siyasah Dusturiyah yang 
mencangkup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya ialah 
masalah-masalah imamah, hak dan kewajiban, rakyat status dan hak-
haknya, baiat,waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan 
29 
 
wazarah. Berdasarkan persoalan dan ruang lingkup pembahasan 
tentang fiqh siyasah diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: 
A. Masalah-masalah Imamah 
 
Dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah (imamah) biasanya 
diidentikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian 
kepemimpinan tertinggi dalam negara islam.
31
 Penegakan institusi 
imamah atau kilafah, menurut para fuqaha‟, mempunyai dua fungsi, 
yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, 
serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang 
digariskan Islam. 
Dasar pembentukan imamah menurut Al-Mawardi, bagi umat wajib 
secara ijmak. Ia membenarkan hal ini diperselisihkan. Apakah 
menjadi wajib karena pertimbangan akal atau berdasarkan hukum 
agama (bi al-syar‟i). Menurutnya ada dua golongan, pertama wajib 
karena pertimbangan akal. Golongan kedua berpendapat, kewajiban 
adanya imamah berdasarkan hukum agama (bi al-syar”) bukan karena 
pertimbangan akal. Dengan memfungsikan akal memang dapat 
mencegah setiap orang tidak melakukan penganiayaan dan berlaku 
adil dalam segala tindakannya. Akan tetapi hukum agama 
menyerahkan segala urusan kepada pemegang kekuasaan dalam 
urusan agama. Allah menyatakan (Q.S. An-Nisa[4]: 59): 
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َب يَب ٍََ أَيُّٓ ََّ أَِطيُعٕا آَيُُٕا انَِّزي أَِطيُعٕا انهَـّ َٔ 
ُسٕلََ أُٔنِي انشَّ شَِ َٔ َيأ تُىَأ فَئٌِ ۖ َ ِيُُكىَأ اْلأ  تََُبَصعأ
ءَ  فِي َُِٔ َشيأ َِّ إِنَى فَُشدُّ ُسٕلَِ انهَـّ انشَّ   ُكُتُىَأ إٌِ َٔ
ٌََ ِيُُٕ َِّ تُؤأ وَِ بِبنهَـّ ٕأ انأيَ ِخشَِ َٔ نِكََ ۖ َ اْلأ
ٍَُ إََََٔخَ  َرَٰ َس حأ  
﴿٥٥﴾     
ا ِٔ
يمَ  تَأأ  
 
 “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
kepada Allah dan RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada 




Kepemimpinan Nabi selaku kepala negara adalah untuk mengatur 
segala persoalan dan memikirkan kemaslahatan umat secara 
keseluruhan, dalam rangka pelaksanaan siyasah syar‟iah. Dalam 
pandangan Islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau 
khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat 
hubungan timbal balik yang erat sekali. Dari penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi 
sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan 
risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi 
berdasarkan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan 
duniawi berdasarkan risalah yang dibawanya. 
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B. Hak dan Kewajiban 
 
Pemimpin Negara Islam atau Negara berkewajiban untuk mendidik 
dan membimbing rakyat dalam mengarungi kehidupan dunia yang 
fana ini menuju kehidupan akhirat yang kekal. Secara singkat 
kewajiban-kewajiban tersebut dapat diungkapkan dalam kalimat 
hirasat al-din wa siyasat al-dunya. Hak-hak warganegara dalam 
Negara Islam biasa dibedakan atas Hak-hak Politik dan Hak-hak 
Umum. Pertama, Hak Memilih (Haqq al-Intikhab), Hak untuk Diajak 
Bermusyawarah  (Haqq al-Musawarat), Hak Mengawasi/Mengontrol 
(Haqq al-Muraqabat), Hak Menurunkan Khalifah (apabila keadaan 
mengaruskan) (Haqq al-„Azl), dan Hak untuk Mencalonkan (Haqq al-
Tarsyih), Hak untuk Diplih/Memangku Jabatan-jabatan Umum (Haqq 
Tawalliy al-Wazha-if al-„Ammat). Kedua, Hak Persamaan (Al-
Musawat), Hak Kebebasan (Al-Hurriyyat), Hak Menuntut 
Ilmu/Mendapatkan Pengajaran, Hak Memperoleh Tanggungan (Al-
Kafalat) dari Negara dan Hak-hak Negara (Khalifah).
33
 
C. Rakyat Status dan Hak-haknya 
 
Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya Rakyat terdiri dari 
Muslim dan non Muslim, adapun hak-hak rakyat, Abu A‟la al-
Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah: 
a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya. 
                                                 




b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 
c. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan. 
d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan 
kelas dan kepercayaan. Abdul Kadir Audah  menyebutkan dua 
hak ,yaitu: hak persamaan dan hak kebebasan, beraqidah, 
berbicara, berpendidikan dan memiliki. Sedangkan kewajiban  
rakyat adalah untuk taat dan membantu serta berperan dalam 





Istilah bai‟at berasal dari kata ba‟a yang berarti “menjual” Bai‟at 
mengandung makna perjanjian; janji setia atau saling berjanji dan 
setia.
35
 Dalam pelaksanaan baiat selalu melibatkan dua pihak secara 
suka rela. Maka baiat secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara 
dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang 
dimilikinnya dan menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak 
kedua secara ikhlas dalam hal urusannya.Pengertian baiat tersebut 
mirip dengan teori “kontrak sosial” dalam ilmu politik. Teori ini 
menyatakan, seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak 
kekuasaan dirinya seseorang atau kepada lembaga yang disepakati. 
E. Ahl  Al-Hall Wa Al-„Aqd 
 
Ahl al-hall wa al-„aqd (baca ahlul halli wal‟ aqdi) diartikan dengan 
“orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan 
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mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi 
orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan 
hati nurani mereka. Ahl al-hall wa al-„aqd adalah orang-orang yang 
mendapat kepercayaan sebagai wakil rakyat. 
Pembentukan lembaga ahl al-hall wa al-„aqd dirasa perlu dalam 
pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan 
yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, 
sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. 
F. Waliyul Ahdi 
 
Sumber Kekuasaan dan Kriteria Imam. Imamah dapat dipilih 
dengan dua cara, yaitu dengan pemilihan ahl al-all wa al-aqdi dan 
dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara 
yang kedua inilah yang disebut dengan waliyul ahdi. Syarat-syarat 
imam antara lain: 
a. Adil 
b. Berilmu 
c. Sehat panca indranya 
d. Sehat anggota badan 
e. Kecerdasan dan kemampuan didalam mengatur rakyat dan 
kemaslahatan 
f. Kebenaran, bertanggung jawab, dan tabah.36 
G. Wazarah 
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Kata “wizarah” diambil dari kata “al-wazr” yang berarti “al-tsuql” 
atau berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan 
pemerintahan dan pelaksannannya. Dalam bahasa Arab dan Persia 
modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri 
yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.
37
 
 Jadi wazir merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) 
dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala 
negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik 
dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di 
bidangnya masing-masing. 
Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas 
yang digunakan Al-Qur‟an ketika menyebutkan tugas Nabi Harum 
membantu Nabis Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada 
Fir‟aun sebagaiamana dalam QS. al- Furqan, 23: 
قََ َُب ََٔ هُٕاَ  َيب إِنَىََٰ ِذيأ ًِ ٍَأ َع مَ  ِي ًَ َُّ َع ُثُٕ فََجَعهأََُٰ يَّ َْبَب ء   
ا                                                  س 
“Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami 
jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan”.
38
 
Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-
ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan 
kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan seamngat ajaran Al-Quran. 
Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan 
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imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam 
menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-
kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. 
Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dalam gaya 
pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi 
ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-
besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad 
para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat 
membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. 
Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah 
terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat 
kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis 
yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat 
untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.
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a. Pembinaan dan Pengawasan Dalam Siyasah Dusturiyah 
Pembentukan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan para 
juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas 
kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan 
maupun keagamaan dan untuk memelihara agama. Bagi mereka 
kekuasaan politik merupakan alat untuk melaksanakan syari‟at Islam, 
menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan rakyat,  
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memelihara persatuan umat lewat kerjasama dan tolong-menolong, 
dan menciptakan keamanan dan ketenangan.
40
 
Berbicara mengenai negara dan pemerintahan dalam perspektif 
Islam, menurut Afghani, Islam menghendaki bentuk republik. Sebab, 
didalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus 
tunduk kepada undang-undang dasar.
41
 
Makna umum dari hukum yang terdapat al Qur‟an adalah
42
 “putusan 
perkara”, seperti firman allah: “Hai Daud, sesungguhnya Kami 
menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah 
keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari 
jalan Allah...” (Shaad:26). Meskipun al-Qur‟an mengandung hukum, 
kitab suci itu bukanlah kitab hukum atau himpunan perundang-
undangan. Lebih tepat dikatakan al-Qur‟an memuat norma-norma 
dasar al-Islam yang kadang-kadang norma-norma itu disebutkan 
secara terperinci. Al-Qur‟an sendiri menyebut fungsi dirinya, antara 
lain sebagai hudan (petunjuk). Tak ada bagian dari kehidupan ini yang 
tidak terjangkau oleh pembicaraan fiqih (hukum) Islam. Bahwa 
menuntut keluasan faham dan pengertian dalam diinu‟ Islam, 
mempelajari hukum-hukumnya, baik yang mengenai hukum publik, 
                                                 
40
 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran, ( Jakarta: PT  
RajaGrafindo Persada, 2002), h. 259 
41
 Ibid, h. 281. 
42
 St.Roestam, Zafrullah Salim, dkk, Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum Dan Syari‟at  
Islam, (Jakarta: Penerbita KALAM MULIA, 1992), h. 403- 404 
37 
 
maupun mengenai hukum prifat, adalah termasuk kewajiban setiap 
Muslim penjunjung kalimat tauhid. Allah SWT telah memerintahkan 
kita, supaya mereka itu memberikan pengajaran dan penerangan dan 
kepada masyarakatnya. Firman Allah dalam ayat 123 surat At Taubat 
yang dipetikkan ini: 
 
َب  ٍََ يََٰ أَيُّٓ تِهُٕاَ  َءاَيُُٕاَ  ٱنَِّزي ٍََ قََٰ َُكى ٱنَِّزي ٍََ يَهُٕ   ٱنأُكفَّبسَِ يِّ
نأيَِجُذٔاَ  اَ  ۖ َ ِغهأظَة َ فِيُكىَأ َٔ  ٕ ًُ هَ ٱعأ َٔ ٌََّ ََ أَ ٱ َيعََ ٱّللَّ  
ٍََ تَّقِي ًُ  نأ
 
“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang 
disekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan 




Pembinaan dan Pengawasan Hukum Islam dimulai dari periode 
medinah dimana kegiatan dakwah mengarah pada pembinaan hukum, 
dan Rasulullah berperan sebagai pembuat dan pembentuk hukum 
seperti diuraikan di muka. Orang bertanya dan minta fatwa Nabi 
tentang persoalan apa saja yang mereka hadapi. 
44
 
Istilah pengawasan di tengah-tengah kehidupan masyarakat 
memiliki tingkat penafsiran, dimulai dari penafsiran yang sangat 
kompleks dan rumit, baik yang berkaitan dengan pola pemikiran 
maupun pola aktivitas yang harus dilakukan. Penafsiran pengawasan 
yang sederhana biasanya dilakukan oleh seseorang untuk mengawasi 
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dirinya sendiri atau mengawasi keluarganya sendiri, sedangkan 
penafsiran pengawasan yang sifatnya kompleks dan rumit biasanya 
pengawasan yang terdapat dalam organisasi yang besar, misalnya 
pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan yang besar, dan lain 
sebagainya. Fungsi pengawasan secara umum dapat memiliki dua 
fungsi yaitu fungsi prefentif adalah pengawassan yang dilakukan 
sebelum ada kejadian dalam arti lain tindakan ini dapat disebut dengan 
tindakan berjaga-jaga atau pencegahan. Sedangkan yang dimaksud 
dengan tindakan represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah 
adanya kejadian dalam kata lain tindakan ini dapat disebut dengan 
tindakan langsung.
45
 Dalam syariat islam terdapat Prinsip amar ma‟ruf 
dan nahyi mungkar. Prinsip amar ma‟ruf dan nahyi  ialah legilasi 
sebagai acuan dalam pembentukan dan pemberlakuannya.
46
 
Allah Ta‟ala berfirman (Q.S. Ali Imran: 104):  
نأتَُكٍ ُُكىَأ َٔ ة َ يِّ ٌََ أُيَّ ُعٕ ٌََ ٱنأَخيأشَِ إِنَى يَذأ يَأأُيُشٔ بِٱ َٔ  
ُشٔفَِ عأ ًَ ٌََ نأ ٕأ ُأَٓ يَ َٔ ٍَِ َُكشَِ َع ًُ ئِكََ ۖ َ ٱنأ
نََٰ   ٔ أُ ٱ َٔ ًُ ُْ  
ٌََ فأهِحَُ ٔ ًُ  نأ
 
  “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari 
yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.
47
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Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hukum yang efektif 
mewujudkan kemashlahatan adalah hukum yang dianut dan diyakini 
oleh mayarakat selaku subjek dan objek hukum. Adanya Instansi ini 
sebenarnya sangat positif dan perlu dukungan dari berbagai ataupun 
dari semua pihak. Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan disiplin 
kerja pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi sangat perlu 
diadakan pengawasan. Pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang 
sangat berguna bagi pihak pihak yang melaksanakan. Tujuan 
pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan 




Soekarno dalam Gouzali Saydam mengemukakan tujuan 
pengawasan antara lain adalah: 
 
1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai 
dengan rencana. 
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan 
instruksi. 
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien. 
4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan 
dalam kegiatan. 
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5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau 
kegagalan ke arah perbaikan
49
. 
Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang 
direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar 
merealisasikan tujuan utama tersebut, pengawasan pada taraf pertama 
bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang 
telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta 
kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana. 
Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan 
untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu 
yang akan datang. 
Dengan demikian, tujuan pengawasan secara umum adalah untuk 
menciptakan suatu efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan dan 
berusaha agar apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan. 
Secara bahasa “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti  
mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan 
pembuatan kebijakanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan 
bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat 
kebijakisanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup 
sesuatu.
50
 Siyasah didefinisikan sebagai undang-undang yang 
diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta 
mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut. Pada prinsipnya siyasah 
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berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada 
kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan. 51  Secara 
terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah 
adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis 
Ma‟luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan 
manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun 
Ibn manzhur mendefinisikan siyasah” mengatur atau memimpin 
sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
52
 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang 
merah bahwa siyasah merupakan pengaturan dan pengurusan 
kehidupan manusia dalam benegara demi mencapai kemaslahatan bagi 
manusia itu sendiri. 
Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam 
hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka 
kepada kemaslahatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa 
wewenang membuat segala bentuk, peraturan dan kebijaksanaan yang 
berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat 
guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang 
kekuasaan (pemerintah, uluil amri atau wulatul amr). Karena itu 
segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasah yang 
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dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati 
oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak 
bertentangan dengan jiwa syariat. Karena ulil amri telah diberi hak 
oleh Allah untuk dipatuhi. Sekalipun semua produk itu bertentangan 
dengan pendapat para mujtahid. Karena pendapat mujtahid hanya 




Kata dustury berasal dari bahasal dari bahasa perisia semula, 
artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik 
maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dustury 
digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) 
Zoroaster (Majusi).
54
 Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa 
Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar dan 
pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang 
mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota 
masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) 
maupun yang tertulis (Konstitusi). 
Dusturi adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar 
tentang bentuk  pemerintahan dan batasan kekuasannya, cara 
pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi 
pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi 
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Siyasah dusturiyah, menurut bahasa dapat diartikan dengan 
mengatur prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan, dan sebagai 
hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan 
lembaga Negara yang satu dengan warga Negaran yang lain dalam 
batas-batas administrasi suatu Negara. Didalamnya mencakup 
pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat ahlu 
ahlwalahi, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai‟ah 
persoalan hujaroh (kementrian). 
56
 
Siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan 
melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk 
kehidupan masyarakat dalam bernegara. Fokus kajin siyasah 
dusturiyah lebih kepada hubungan pemimpin dengan rakyat di suatu 
negara dan pemerintahan tertentu. 
Siyasah Dusturiyah yang mencakup persoalan dan ruang lingkup 
pembahaannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannnya, 
rakyat status dan hak-haknya, baiat, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul 
halli wal aqdi dan wazarah.
57
 Siyasah dusturiyah membahas masalah 
perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan 
dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak 
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rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Adapun prinsip-prinsip 
Siyasah Dusturiyah adalah sebagai berikut:
58
 
1. Prinsip Kedaulatan 
 Prinsip kedaulatan yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. 
Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan 
tersebut dipraktekan dan diamanahkan kepada manusia selaku 
khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata 
negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu 
muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan 
dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep 
negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak 
ada, karena tidak berjiwa. 
2. Prinsip Keadilan 
 Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 
58 dan 135. Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat 
As-Syura: 15. Prinsip Keadilan adalah kunci utama 
penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki 
setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika 
Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya 
dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen 
masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. 
3. Prinsip Musyawarah dan Ijma‟ 
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 Prinsip musyawarah ditentukan dalam Al-Qur‟an dalam surat Al-
Imran: 159. Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As-
Syura: 38. Syura dan Ijma‟ adalah proses pengambilan keputusan 
dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui 
consensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan 
negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan 
persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan 
amanah. 
4. Prinsip Persamaan 
 Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Qur‟an Surat Al-Hujarat: 
10 dan Surat Al-Hujarat: 13. Ayat diatas jelas membuktikan 
pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya 
masyarakat. Namun, Islam tidak mentolelir paham pluralisme 
jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran 
agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup 
ayat tersebut dengan kalimat “sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa”. 
Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama 
bukan akal apalagi perasaan. 
5. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat 
 Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam 
Al-Qur‟an Surat An-Nisa: 59. Semua waga negara dijamin hak-
hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya 
46 
 
Arkan Huquq al-insan, beberapa hak warga negara yang perlu 
dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri 
dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan 
berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil 
tanpak dikriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang 
layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk 
melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. 
6. Prinsip amar ma‟ruf nahi munkar 
 Prinsip amar ma‟ruf nahi munkar ini ditemukan dalam Al-Qur‟an 
surat Al-Imran: 104: “Dan hendaklah ada diantara kamu 
segolongan umat yang merayu kepada kebajikan, menyuruh 
kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah 
orang-orang yang beruntung”.Amar ma‟ruf nahi munkar adalah 
sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik 
Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Halli wal ‟aqdi 
(parlemen), wilayat al Hisbah serta Wilayat al Qadha‟. Seorang 
pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan 
seorang yang suci (ma‟shum) oleh karenanya sangat mungkin 
untuk kritisi dan dinasehati. 
Dasar yang dijadikan bahan pertimbangan keseimbangan sosial 
dalam hukum islam berangkat dari dua fakta, yaitu (1) Fakta Kosmik 




Keseimbangan sosial merupakan standar hidup masyarakat, artinya 
kekayaan alam harus terjamin dan berputar diantara individu sehingga 
setiap anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam 
standar yang layak, meskipun terjadi perbedaan derajat sarana-sarana 
kehidupan yang digunakan oleh setiap individu, Islam menjadikan 
keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup, sebagai 
sasaran batasan-batasan kemampuannya. Negara harus berjuang 
mencapai dan mengimplementasikan keseimbangan sosial itu dengan 
berbagai cara dan kebijakan dalam batas-batas kewenangan.
59
 
Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan 
menciptakan kemakmuran masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh 
Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seseorang ahli hukum tatanegara Islam 
yang metodologinya dan teorinya lebih banyak didominasi oleh 
pendekatan-pendekatan analogi (Qiyas), mengingat dirinya sebagai 
penganut ahl-ra‟y. Selain itu, pendekatan maslahat publik (maslahatul 
al-amanah) merupakan kunci pemikiran dan teorinya dalam bidang 
ketatanegaraan. Pandangan Abu Yusuf tentang asas bernegara, 
memiliki tiga konsep dasar yaitu, (1) Penyelenggaraan pemerintah 
yang baik, (2) pemeliharaan rakyat, (3) pengelolaan keuangan publik. 
Penyelenggaraan pemerintah yang efektif adalah setiap kebijakan 
negara menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan 
selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menyebutkan 
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bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintah terutama terkait 
dengan sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan 
serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi 
kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang 
berorientasi pada kesejahteraan umum.
60
 
Pengawasaan mengupayakan keseluruhan pengamatan pelaksanaan 
kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan Didin dan 
Hendri menyatakan bahwa dalam pandangan Islam pengawasan 
dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah 
dan membenarkan yang hak.
61
 
Dalam pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses 
pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya 
perencanaan secara konsekwen baik yang bersifat materil maupun 
spirituil. Menurut Ramayulis pengawasan dalam pendidikan Islam 
mempunyai karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat 
material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga 




Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan 
berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab 
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kepada manajernya dan Allah sebagai pengawas yang Maha 
Mengetahui. Di Sisi lain pengawasan dalam konsep Islam lebih 
mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan 
yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. 
 Adapun ayat al-Qur‟an yang berkaitan dengan evaluasi/pembinaan 
dapat diterjemahkan sebagai berikut: “padahal sesungguhnya bagi 
kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu (10) yang mulia 
disisi Allah dan yang mencatat pekerjaan itu (11) mereka mengetahui 
apa yang kamu kerjakan” (12) (Al-Qur‟an 82:10-12). 
B. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
 
1. Pengertian Pembinaan dan Pengawasan 
 
Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal 
yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan 
bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, 
membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar 
kepribadiannya sesuai dengan bakat, kecendrungan/keinginan serta 
kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas 
perkasa sendiri menambah, menhingkatkan dan mengembangkan 
dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainnya 
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Menurut Poerwadarmita 1987 pembinaan adalah suatu usaha, 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna 
memperoleh hasil yang lebih baik.
64
 
Menurut Thoha (1989) Pembinaan adalah suatu proses atau 
pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali 
dengan mendirikan,membutuhkan dan memelihara pertumbuhan 
tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan serta menyempurnakan 
dan mengembangkannya. 
 Menurut Mangunhardja untuk melakukan pembinaan ada beberapa 
pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain: 
 a. Pendekatan informative (informativa approach), yaitu cara 
menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada 
peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu 
dan tidak punya pengalaman. 
 b. Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam 
pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi 
belajar berama. 
 Pendekatan eksperiansial (experienciel approach), dalam pendekatan 
ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam 
pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman 
pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut. 
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Dengan demikian deapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah 
suatu proses pembelajaran dalam mengembangkan dan meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih 
meningkatkan kemampuan seorang atau kelompok.  
 Pembinaan tidak hanya dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan 
dalam lingkungan sekolah saja tetapi dapat di gunakan di luar 
keduanya. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan extrakurikuler 
maupun intrakurikuler, dan organisasi-organisasi yang ada di sekolah, 
kampus dan lingkungan sekitar.  
 Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin 
bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini 
berkenaan denganj cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang 
direncanakan. Pengertian ini menunjukan adanya hubungan yang 
sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.
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Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen 
fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua 
unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang 
melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan 
demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa 
pengawasan melekati (built in control), merupakan kegiatan 
manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi 
penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan 
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atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan 
tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.
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Menurut Siagian (1982:135) Pengawasan adalah proses 
pengawasan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
 Menurut Sarwoto (1981:93) Pengawasan adalah kegiatan pimpinan 
yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksanakan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. 
 Menurut Semito (1984:17) Pengawasan (controling) adalah usaha 
untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan 
daripada rencana-rencana, intruksi-instruksi, saran-saran dan 
sebagainya yang telah ditetapkan.
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa 
pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan dapat terarah 
dan terorganisir sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga 
mencapai tujuan seperti yang direncanakan dan jika tidak sesuai 
aturan atau terdapat penyimpangan dapat diambil tindakan koreksi. 
Macam-macam Pengawasan: 
1) Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) 
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 Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan 
oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu 
sendiri.
68
 Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama 
pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas 
mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh 
organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan 
pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam 
nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang 
pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-
keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat 
pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap 
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya 
internal control. 
2) Pengawasan dari luar organisasi (external control) 
  
Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan 
yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi 
itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah 
pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan 
organisasi itu,atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu 
karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan 
oelh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. 
                                                 
68
 Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia,  





Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak 
atas nama pemerintah/presiden melalui menteri keuangan. 
Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas 
nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat 
pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan 
organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organiasi minta 
bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan 
pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya 
perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. 
Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini 
biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-
maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, 
untuk mengetahui jumlah keuntungan,untuk mengetahui jumlah 
pajak yang harus dibayar, dan sebagainya. 
3) Pengawasan Preventif 
Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang 
dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari 
pengawasan pereventif ini adalah untuk mencegah terjadinya 
kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem 
pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. 




a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 
sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya 
b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan 
yang telah ditetapkan 
c. Menentukan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung 
jawabnya 
d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai 
dan pembagian pekerjaannya 
e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan 
f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang 
menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. 
4) Pengawasan Represif 
Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan 
setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya 
pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan 
pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan 
represif ini disebut pos-audit.
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2. Pembinaan dan Pengawasan dalam Siyasah Dusturiyah 
 
Peraturan pemerintah daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.
70
 Peraturan 
Perundang-undangan ini ditetapkan sebagai bentuk melakanakan 
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ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap 
tata cara pengenaan sanski administratif dalam penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 Menurut Peraturan Perundang-undangan ini, pembinaan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah: 
a. Provinsi, dilaksanakan oleh:  
1. Menteri, untuk pembinaan umum; 
2.  Menteri tekni/kepala lembaga pemerintah      
nonkementrian, untuk pembinaan teknis; 
b. Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintahan Pusat untuk pembinaan umum dan teknis. 
Pembinaan umum sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. Pembagian Urusan Pemerintahan; 
b. Kelembagaan Daerah; 
c. Kepegawain pada Perangkat Daerah 
d. Keuangandaerah; 
e. Pembangunan Daerah 
f. Pelayanan Publik 
g. Kerja sama Daerah 
h. Kebijakan Daerah 
i. Kepala Daerah dan DPRD 
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j. Bentuk Pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
  Sedangkan pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah 
provinsi. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap 
teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke 
daerah kabupaten/kota. 
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum 
serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah merupakan pencerminan pelaksanaan urusan 
pemerintahan oleh daerah. Pembinaan dan pengawasan umum 
dilakukan  oleh Menteri guna mendukung pelaksanaan urusan 
pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efisiensi dan efektif 
sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh 
kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian dilakukan dalam 
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren daerah agar sesuai 
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat, gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat  
melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden. 
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 Agar proses pembinaan dan pengawasan berjalan ecara efektif dan 
efisiensi diperlukan adanya kejelasan tugas dan sinergi pembinaan dan 
pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat 
dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota. Menteri selaku koordinator pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional 
senantiasa melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak terjadi 
pembinaan dan pengawasan yang melebihi kewenangannya dan 
tumpang tindih. 
Peraturan Pemerintah ini juga memperjelas mekanisme 
koordinasi antara APIP dengan aparat penegak hukum dalam 
penanganan pengaduan masyarakat. Di samping itu, Peraturan 
Pemerintah ini juga memperjelas pembinaan dan pengawasan 
terhadap pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima 
dan mengelola sumber daya negara. 
 Secara umum materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini 
mengatur mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah, 
penghargaan dan fasilitas khusus, pendanaan, dan sanksi administratif 
dan sanksi program pembinaan khusus bidang pemerintahan bagi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan daerah yang melanggar 
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3. Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 
 
Peraturan Daerah Provinisi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan  Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 
2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah 
Provinsi Lampung. 
Peraturan daerah terbagi dua, yaitu peraturan daerah 
kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Menurut Pasal 
1 angka 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah 
kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan 
persetujuan bersama bupati/walikota.  
Pada ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , peraturan 
daerah masuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan sebagai berikut: 
1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 






a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan 
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Perubahan yang terjadi pada perda nomor 12 tahun 2009 guna 
menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan 
pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
maka perlu untuk meninjau kembali susunan Organisasi dan 
Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dan Lembaga Teknis Daerah Provini Lampung.  
Peraturan Daerah ini membentuk Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 
Adapun penjabarannya sebagai berikut: 
a. Inspektorat Provinsi; 








b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; 
d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; 
e. Badan Ketahanan Bangsa dan Politik Daerah; 
f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Daerah; 
g. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 
Daerah; 
h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 
i. Badan Kepegawaian Daerah; 
j. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah serta Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Daerah; 
k. Satuan Polisi Pamong Praja; 
l. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek; 
m. Rumah Sakit Jiwa; dan 
n. Kantor Sandi Daerah; 
B. Tinjauan Pustaka 
 
Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mendeskripsikian beberapa 
penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevasnsinya dengan judul 
skripsi ini yaitu: 
1. Penelitian Taufiq Hidayat (2018) yang berjudul “Peran Inspektorat 
Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Di Provinsi 
Lampung” 1). Inspektorat Daerah Provinsi Lampung sebagai Aparat 
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Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dalam 
perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, dan fasilitas 
pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan 
oleh kepala Daerah di bidang pengawasan. 2). Dalam menjalakan 
tugasnya Inspektorat Provinsi Lampung belum dapat melaksanakan 
tugasnya secara optimal. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai 
hambatan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga program pengawasan 
tidak semuanya dapat ditindaklanjuti. Bahwa berbagai hambatan yang 
ditemui dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat 
adalah masalah keterbatasan anggaran, kurangnya data fisik lapangan, 
kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi/dinas, dan 
terbatasnya sumber daya manusia/auditor. 
2. Penelitian Muh. Hary Mappangara (2018) yang berjudul “Analisis 
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten 
Maros Sulawesi Selatan”. 1). Pelaksanaan pengawasan baik dilihat 
dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum 
efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidak tepatan waktu dalam 
melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang 
ditemukan untuk aparatur pengawas di Inspektorat . 2). Faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah meliputi aparatur 
petugas yang memiliki kill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang 
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ditangani dan selain itu teredianya sarana dan prasarana yang 
mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. 
3. Penelitian Noor Gemilang Siradja (2015) yang berjudul “Analisis 
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Baubau”. Hasil Penelitian Menunjukan. 
1).Pelakasanaan pengawasan tahunan yang dilaksanakan oleh 
Inspektorat Kota Baubau terhadap kinerja Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Baubau telah terlaksana sesuai SOP tetapi dalam 
pelaksanaannya belum efektif mengacu pada penadapat yang 
dikemukakan oleh Sarwoto bahwa suatu pelaksanaan pengawasan 
yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, dan akurat. 
Pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap BKD Kota Baubau 
telah dilaksanakan pada tanggal 1 September dan dirampungkan pada 
tanggal 15 September 2015. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan 
yang diterbitkan oleh Inspektorat pencapaian kinerja BKD Kota 
Baubau tahun 2015 mendapat opini baik, tetapi belum optimal, 
khususnya dalam pengembangan SDM aparatur pemerintahan. 
Penilaian ini didasarkan pada realisasi sasaran berdasarkan indikator 
kinerja dan target. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pengawasan Inspektorat terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Baubau, Faktor Internal Sebagai pengawas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Baubau memiliki tugas 
mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya 
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penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalandengan baik. Namun 
saat melaksanakan pemeriksaan pada BKD Kota Baubau khususnya 
dan seluruh SKPD pada umumnya jumlah aparatur pengawas yang 
terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan masih sangat kurang. 
Jumlah auditor pada BKD Kota Baubau tahun 2015 berjumlah empat 
orang dimana jumlah tersebut dinilai sangat kurang dalam 
melaksanakan audit. Selain itu Inspektorat Kota Baubau hanya 
memiliki pejabat fungsional yang sangat minim, sementara waktu 
yang membantu melakukan pengawasan adalah pejabat struktural 
sehingga saat ini sebagian pejabat inspektorat terpaksa merangkap 
jabatan sebagai pengawas fungsional, Faktor Eksternal didalam 
melakukan pemeriksaan tentu dibarengi dengan anggaran yang 
dibutuhkan didalam melakukan pemeriksaan. Namun, anggaran yang 
diberikan kepada Inspektorat Kota Baubau tidak sesuai dengan jumlah 
kegiatan yang akan diperiksa sehingga mengakibatkan objek 
pemeriksaan berkurang ang akan diperiksa sehingga mengakibatkan 
objek pemeriksaan berkurang dari apa yang telah direncanakan. Selain 
ketersediaan anggaran yang diberikan, faktor lain yaitu dokumen-
dokumen yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan itu terlambat 
diberikan oleh BKD Kota Baubau. Selain itu pejabat pemerintah yang 




 Meskipun pada dasarnya penelitian diatas memiliki permasalahan 
yang hampir sama, namun substansi penelitian yang diajukan berbeda. 
Pada judul skripsi ini peneliti mencoba mencari perspektif fiqh 
siyasah terhadap pembinaan dan pengawasan inspektorat 
menggunakan pandangan siyasah dusturiyah yang rentan tidak 
terpenuhinya syarat-syarat dalam siyasah dusturiyah tersebut. 
 Selain itu obyek penelitian skripsi juga berbeda dengan relevansi 
diatas, skripsi ini berfokus di Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat 
Provinsi Lampung, dalam pelaksanaannya memiliki banyak perbedaan 
dengan relevansi diata tersebut. 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa 
judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang 
berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu 
Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Perspektif 














DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 
1. Kantor Inspektorat 
Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga 
Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun 
Eksternal. Untuk tingkat kementrian kita kenal adanya Irjen 
(Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan 
pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedang di Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh 
Inspektorat  Daerah  yang merupakan unsur pengawas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin 
oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif 
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah,  diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan 
perundang-undangan. 
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program 
pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, 
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, 
pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
di bidang pengawasan. 
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Untuk menyelenggarakan fungsi , Inspektorat mempunyai 
tugas : 
a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan; 
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
perekonomian; 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
kesejahteraan sosial; 
d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan 
dan asset; dan 
e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 
Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis 
baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi 
pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi 
fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara 
dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari 
segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, 
Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas 
sekaligus pengawal dalam pelaksanaan  program yang tertuang dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja 
dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang 
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lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 
ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi 
dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya 
pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan 
efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak 
kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang 
dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang 
integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu 
dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal 
memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain 
adalah: 
a. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi 
quality assurance. 
b. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen 
(Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 
c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat 
menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki 
prosedur yang jelas. 
d. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang 
proses kegiatan berlangsung. 
e. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat 
pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan 
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pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk 
menghakimi apalagi menindak. 
2. Sejarah Berdirinya Inspektorat Provinsi Lampung 
Awalnya lembaga pengawas di Pemerintah Daerah bersatu 
dengan Sekretariat Pemerintah Daerah. Lembaga pengawas ini 
merupakan institusi yang bersifat pengendalian intern dilaksanakan 
oleh polisi pamong praja, kemudian dilaksanakan oleh biro 
pengawasan untuk tingkat provinsi dan bagian pemasaran di daerah 
tingkat II. Pada tahun 1980, lembaga pengawas daerah tersebut 
kemudian berdiri sendiri. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Dalam Negeri No. 220 tahun 1979 Tentang Pengawasan 
Daerah dengan nama Inspektorat Wilayah Pemerintah 
Kotamadya/Kabupaten dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. III 
tahun 1981 Tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 
Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya. Lembaga ini memiliki 
tugas untuk membantu Kepala Daerah tingkat II dalam 
menyelenggarakan pengawasan umum.  
Sejak digulirnya reformasi Mei 1998, telah terjadi perubahan 
paradigma Pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. 
Disamping itu, dimasa lalu lembaga birokrasi tidak independen karena 
menjadi kendaraan politik. Selanjutnya sejak di mulainya reformasi 
telah dilakukan penataan kelembagaan dilingkungan pemerintahan. 
Dengan dicanangkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang 
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Pemerintahan Daerah, maka kepada daerah telah diberikan 
kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya. 
Dengan dasar Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang 
Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah, maka telah 
terjadi pergeseran kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan pergeseran tersebut 
maka dengan sendirinya terjadi perubahan kelembagaan yang berupa 
restrukturisasi kelembagaan baik kelembagaan pada pemerintah 
terutama kelembagaan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :  
a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki Daerah  
b. Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah  
c. Kemampuan Keuangan Daerah  
d. Ketersediaannya Sumber Daya Aparatur.  
Didasarkan pada poin diatas, maka sudah sewajarnya 
Pemerintah Propinsi, Kota/Kabupaten mempunyai aparat pengawasan 
sebagai kelengkapan unsur manajemen yang terdiri dari unsur 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Seiring dengan di 
undangkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah maka seluruh komponen bangsa wajib dan patut 
untuk menyukseskan komitmen pelaksanaan otonomi daerah yang 
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efektif. Oleh karena itu pada tanggal 11 Januari 2001 Inspektorat 
Kotamadya Provinsi Lampung dibentuk dan ditugaskan untuk 
melaksanakan pengawasan di Pemerintah Kota Provinsi Lampung. 
Pembentukan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Walikota 
Provinsi Lampung No. 22 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pengawas Kota. Tugas pokoknya adalah membantu 
walikota dalam melaksanakan tugas pengawasan umum di lingkungan 
pemerintah daearah kota terhadap penyelenggaraan di bidang 
pemerintahan, ekonomi, kesejahteraan rakyat, pembangunan dan 
bidang operatur. Berdasarkan Peraturan Walikota Provinsi Lampung 
Nomor 20 tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008 Badan Pengawas 
Daerah Kota Provinsi Lampung berganti nama menjadi Inspektorat 
Kota Provinsi Lampung yang dipimpin oleh seorang Inspektur. 
3. Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Lampung 
Peraturan Walikota Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 
2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota 
Provinsi Lampung. Pada bab II  pasal 3 dinyatakan bahwa 
inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Provinsi 
Lampung, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan 
Pemerintah Daerah. Sedangkan fungsi Inspektorat Kota 
Provinsi Lampung adalah: 
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a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengawasan  
b. Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan tugas di bidang 
pengawasan  
c. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan  
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan  
e. Pelaksanaan monitoring dan valuasi serta pelaporan terhadap 
penyelenggaran tugas di bidang pengawasan  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
4. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Lampung 
a. Visi  
Visi Inspektorat Provinsi Lampung yang tercantum dalam 
Rencana Strategi Tahun 2010-2015 yaitu : ” Menjadi Institusi yang 
Berkualitas sebagai APIP Pemerintah Daerah, Mendorong Efisiensi 
dan Efektifitas Menuju Tata Kelola Pemerintahan (Governance) 
yang Baik dan Profesional”.   
b. Misi  
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut, 
maka dengan bertumpu kepada potensi sumber daya, kemampuan 
yang dimiliki ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung 
jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh aparat 
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Inspektorat serta adanya dukungan pemangku kepentingan, maka 
ditetapkan misi sebagai berikut :  
1) Mewujudkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang 
profesional dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan 
terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, melaksanakan 
fungsi pengendalian intern melalui Implementasi Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah Kota dan berperan sebagai 
konsultan yang berdampak efektifitas dan efisiensi pengelolaan 
keuangan negara/daerah dan aset.  
2) Meningkatkan kompetensi auditor yang unggul dan berkorelasi 
dengan kinerja yang optimal dan melaksanakan peran APIP 
yang efektif dengan didukung oleh faktor organisasional, 
manajerial maupun SDM Pengawasan.  
5. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung 
Adapun struktur Susunan Organisasi Inspektorat Kota 
Provinsi Lampung yaitu :  
a. Inspektur  
b. Sekretariat membawahi :  
1) Subbag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi  
2) Subbag Umum dan Kepegawaian  
3) Subbag Keuangan   
c. Inspektur Pembantu Wilayah I  
d. Inspektur Pembantu Wilayah II  
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e. Inspektur Pembantu Wilayah III 
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV  
g. Plt. Subbag Administrasi dan Umum 
h. Subbag Evaluasi dan Pelaporan 
i. Subbag Perencanaan  
6. Jenis Pemeriksaan 
Adapun jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh 
Inspektorat Kota Provinsi Lampung yaitu :  
A. Pemeriksaan rutin (reguler) yang dilaksanakan berdasarkan 
program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan  
B. Pemeriksaan khusus dan kasus yang dilaksanakan 
berdasarkan permintaan pejabat berwenang terkait 
permohonan dan atau adanya pengaduan perseorangan atau 
masyarakat.  
B. Deskripsi Data Penelitian 
1. Penerapan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi 
Lampung 
Hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal 
pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan 
pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan 
kepala daerah. Pengawasan sangat berpengaruh dalam membantu 
upaya pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 
Selama ini dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih 
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menghadapi berbagai kendala, antara lain kurang didukung dengan 
sumber daya manusia, sumber dana yang memadai, lemahnya 
pengendalian intern dan kurangnya komitmen dari atas langsung. 
Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan 
pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat 
penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan 
perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah. 
Penerapan internal didalam inspektorat provinsi lampung, setiap tim 
pemeriksa turun kelapangan diawasi oleh 1 pejabat administrator atau 
inspektur pembantu dan dilakukan penyerahan oleh inspektur pada 
kepala daerah. Inspektorat dianggap sebagai tangan kanan kepala 
daerah yang lebih dulu melakukan fungsi pengawasan sebelm 
pemeriksaan eksternal dilakukan. Tanggung jawab APIP inspektorat 
tidak sekedar watchdog, tetapi juga berperan sebagai konsultan dan 
penjamin mutu, dimana dalam penugasannya akan lebih banyak 
melakukan tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan. Peran 
APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang 







Sebelum dan setelah melakukan pengawasan ,tim melakukan 
exspose kepada inspektur dan  dilakukan dengan APIP (Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah) berdasarkan Pemendagri (Peraturan 
Menteri Dalam Negeri) PP 72 Tahun 2019.
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 Salah satu faktor utama 
yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern 
adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 
Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan 
proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan 
pemerintahan. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk 
mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk 
management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) 
organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana 
diamankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
Pusat telah memiliki peraturan untuk melayani masyarakat tetapi 
secara teknis inspektorat provinsi lampung belum merelisasikannnya. 
Inspektorat provinsi lampung sendiri telah melaksanakan dan 
menerapkan pembinaan dan pengawasan Permendagri 72 tahun 2019 
tentang penguatan APIP salah satunya  pelayanan inspektorat untuk 
masyarakat yang baru-baru ini dilaksanakan adalah berupa bantuan 
untuk pencegahan covid-19 ke daerah-daerah kabupaten yang ada di 
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Inspektorat Provinsi Lampung pada tanggal 14 Agustus 2020. 
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provinsi lampung. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas 
penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan 
akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran 
penyelenggaraan negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislasif dan 
yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good 
governance dan clean government. Seiring dengan hal tersebut 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menetapkan sasaran 
untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan 
arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan beribawa 
(good governance).  
2. Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Pembinaan dan 
Pengawasan di Inspektorat 
Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan 
wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap 
institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal 
pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. 
Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang 
dibentuk dan secara interen merupakan bagian dari sistem 
pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang 
pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dilakukan oleh Inspektorat. Dalam kenyatannya, inspektorat di daerah 
(bahkan juga mungkin di tingkat kementrian/lembaga) belum dapat 
berfungsi sebagaimana diharapkan. Di banyak daerah inspektorat itu 
78 
 
bahkan tidak maksimal. Malah ada yang menjadi pelarian bagi pejabat 
yang dimutasi dan tetap memerlukan status pejabat eselon. Hambatan 
yang terjadi dilapangan yaitu adanya temuan diluar kendali seperti 
masalah abensi dan salahnya penempatan tugas. Serta adanya 
sanggahan dari Obrik berupa temuan BPK yang tidak sama dengan 
inspektorat provinsi lampung sehingga inspektorat tibak bisa 
mengambil keputusan ketika sedang melakukan rangkaian 
pemeriksaan, dan persiapan serta pembuatan LHP (Laporan Hasil 
Pemeriksaan) tidak tepat waktu dikarenakan waktu atau durasi 
pemeriksaan tidak panjang.
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 Temuan-temuan yang selanjutnya 
menjadi bahan koreksi bagi OPD (Organiasi Perangkat Daerah) dalam 
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A. Penerapan Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Daerah 
Lampung Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tatakerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah 
 
Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka 
menjawab penilaian kinerja atas tuntutan pelaksanaan akuntabilitas 
organisasi sektor publik terhadap terwujudnya good governance. 
Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi 
dapat tercapai, serta berperan dalam mendeteksi secara dini terjadinya 
penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan 
kebocoran. Pembinaan adalah usaha atau tindakan untuk menugaskan unit 
kerja dilingkungan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang 
dilaksanakan secara efisiensi dan efektif serta koordinatif sebagai sebuah 
perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. 
Inspektorat provinsi lampung mempunyai aparat pengawas internal 
pemerintah (APIP) yang mempunyai fungsi sebagai sistem pengendalian 
intern. Pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 
peloporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah, 
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yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Adapaun aparat pengawasan intern pemerintah 





e. Kegiatan pengawas lainnya 
Untuk menjaga perilaku pejabat disusun kode etik aparat pengawasan 
intern pemerintah. Pejabat wajib menaati kode etik tersebut. Kode etik 
terebut disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada 
pedoman yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan untuk menajaga mutu 
hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintahan, 
disusun standar audit yang telah disusun tersebut. Standar audit tersebut 
disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman 
yang diteteapkan oleh pemerintahan. Setelah melaksanakan tugas 
pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan 
hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan intansi 
pemerintah yang diawasi. 
 Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan 
pemerintahan daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu 
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atas laporan keungan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebelum 
disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan inspektorat provinsi lampung 
maka diketahui tujuan pembinaan dan pengawasan bukan hanya untuk 
satu instansi/satuan kerja saja tetapi untuk semua instansi yang ada di 
inspektorat dengan menjalankan pengawasan dan pembinaan sesuai 
dengan penempatan daerah. Setelah melakukan pembinaan dan 
pengawasan di daerah, masing-masing instansi melaporkan ke pusat dan 
dilakukan penyerahan laporan kepada kepala inspektur provinsi lampung 
dan mengadakan evaluasi agar tidak terjadi hambatan atau temuan-temuan 
yang tidak terduga serta inspektorat provinsi bisa memperbaiki kinerja di 
masing-masing instansi tersebut. 
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembinaan dan  
Pengawasan 
 
Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam fiqh siyasah 
dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya 
di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam 
masyarakatnya. 
Instansi pemerintahan menjalankan tugas kepemimpinannnya 
dengan melayani rakyat dan mempunyai permasalahan dengan lembaga-
lembaga masyarakat yang ada didalamnya. Siyasah dusturiyah membahas 
kepemimpinan dengan pemerintahan didalamnya mengajarkan bahwa 
seorang pemimpin haru mempunyai semangat dalam mengatur masyarakat 
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dan tidak akan merubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Strategi 
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan inspektorat dengan penerapan 
internal didalamnya yaitu , setiap tim pemeriksa turun kelapangan diawasi 
oleh 1 pejabat administrator atau inspektur pembantu dan dilakukan 
penyerahan oleh inspektur pada kepala daerah. Hal ini sudah sesuai 
dengan prinsip siyasah dusturiyah, dimana pemimpin melaksanakan 
kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Sesuai dengan ajaran Rasulullallah 
SAW menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam hukum di negara 
Arab. 
Selanjutnya untuk meningkatkan efisien dan efektivitas 
pelaksanaan pemerintahan inspektorat provini mengikut sertakan semua 
pihak yang ada di instansi dari ketua sampai APBD menjalankan 
pelaksanaan pemerintahan. Penyelenggaraan yang efektif adalah 
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa 
reformasi sekarang ini. Inspektorat menjalankan pelaksanaan 
pemerintahan dengan mempunyai tugas pokok umum dan fungsi umum 
inspektorat sebagai berikut: 
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat 
Dalam tata atauran pemerintahan dikenal adanya lembaga 
Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. 
Untuk tingkat kementrian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), 
sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK 
dan BPKP. Sedang di Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten pengawasan 
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internal dilakukan oleh Inspektorat dan dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara 
teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat 
dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan 
perundang-undangan. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan 
program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, 
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, 
pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di 
bidang pengawasan. 
Untuk menyelenggarakan fungsi, Inspektorat mempunyai tugas: 
a. Melakasanakan pengawasan terhdap pelaksanaan urussan 
pemerintahan 
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
perekonomian 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan 
sosial 
d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan 
asset 
e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 
Sebagai pengawas informal, Inspektorat Daerah yang bekerja 
dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain 
adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 
manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai 
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dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap 
kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan 
kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah 
menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai 
Unit/Satuan Kerja sebagai bagaian yang integral dalam organisasi 
Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa Inspektorat 
Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, 
dan ia memiliki ciri antara lain adalah: 
1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi 
quality assurance 
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala 
Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan  
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat 
menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur 
yang jelas 
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses 
kegiatan berlangsung 
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan 
dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi 
menindak. Seperti dalam Al-Qur‟an surat Al-Mujadilah ayat 11: 
 
َب ٍََ يََٰ أَيُّٓ اَ  ٱنَِّزي  ٕ ُحٕاَ  نَُكىَأ قِيمََ إَِرا َءاَيُُ هِسَِ فِى تَفَسَّ َجَٰ ًَ   ٱنأ
َُ يَفأَسحَِ فَٱفأَسُحٕاَ  إَِرا ۖ َ نَُكىَأ ٱّللَّ فَٱَُشض قِيمََ َٔ ٱَُشُضٔا   
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ٔاَ  فَعَِ ُۖ َُ يَشأ ٍََ ٱّللَّ ٍََ ِيُُكىَأ َءاَيُُٕاَ  ٱنَِّزي ٱنَِّزي   أُٔتُٕاَ  َٔ
تَ  ٱنأِعهأىََ َُ ۖ َ َدَسَجَٰ ٱّللَّ ب َٔ ًَ ٌََ بِ هُٕ ًَ َخبِيشَ  تَعأ  
“Hai orang-orang berima apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-
lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, 
maka berdirilah, niscaya Alah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 




Strategi pembinaan dan pengawasan di inspektorat provinsi lampung 
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dengan menjadikan evaluasi 
sebagai salah satu pengendalian dalam menyelesaikan tugas dan sesuai 
tupoks, akan sampai kepada pemimpin, yaitu kepala inspektorat dengan 
sangat terorganisir. Islam mengajarkan untuk taat kepada pemimpin yang 
benar serta bijaksana dalam memimpin sebuah pemerintahan ataupun 
rakyatnya semata-mata bukan hanya mencari keuntungan saja tetapi 
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Setelah melakukan pembahasan terhadap hasil wawancara yang 
diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Inspektorat Provinsi Lampung dalam melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah 
memiliki peran dalam perencanaan program pengawasan, perumusan 
kebijakan, dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, 
pengujian dan peniliaian yang diberikan kepada Daerah di bidang 
pengawasan. Inspektorat dalam menjalankan tugasnya belum dapat 
melaksanakan tugasnya secara optimal. Dikarenakan terdapat berbagai 
hambatan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga pengawasan tidak 
semuanya dapat ditindaklanjuti. Hambatan yang terjadi di Inspektorat 
Provinsi Lampung yaitu ditemukannya temuan-temuan di dalam 
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan mempunyai masalah 
ketertabatasan anggaran, kurangnya data fisik lapangan, kurangnya 
data fisik lapangan, kurangnya koordinasi antara lembaga maupun 
instansi/dinas, dan terbatasnya sumber daya manusia/auditor. 
2. Berdasarkan prespektif siyasah Dusturiyah , strategi yang dilakukan 
Inspektorat Provinsi Lampung dalam melaksanakan  pembinaan dan 
pengawasan sudah memenuhi prinsip-prinsip pembinaan dalam 
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memimpin di Islam yaitu menjalankan amanat kepemimpinan atas 
prinsip berlaku adil dalam memimpin sebuah negara ataupun 
menjalankan kepemerintahan, Inspektorat juga menjalankan evaluasi 
dengan tujuan agar tidak melakukan kesalahan kembali dan 
menjadikannya evaluasi sebagai pembelajaran.  
B. Rekomendasi 
1. Dalam meningkatkan kualitas pembinaan di dalam Inspektora 
Provinsi Lampung, perlu adanya peningkatan SDM yaitu jumlah 
pegawai serta perlunya pelatihan khusus kepada Inspektorat pembantu 
dalam rangka melaksanakan APIP 
2. Untuk pengawasan perlu dilakukan intropeksi terhadap Inspektorat 
agar memiliki petugas APIP yang lebih transparan dan perlu adanya 
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